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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BIMA 

 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA 

NOMOR : 245/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020 

TENTANG 

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA 

DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON 

 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA  

TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,  

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat 

(1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, 

menegaskan bahwa  debat publik atau debat terbuka 

antar Pasangan Calon, diselenggarakan oleh KPU 

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 

dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga 

Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta 

dengan diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal; 

 

       b.  bahwa . . . 
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b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima 

tentang Penunjukan Dan Penetapan Lembaga 

Penyiaran Swasta Debat Terbuka Antar Pasangan 

Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 

Bima Tahun 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

       Nomor  . . . 
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Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

        Pemilihan . . . 
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan 

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

      Kota . . . 
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Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana 

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1068); 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 

258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020; 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/IX/2020 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanan Kampanye Pada 

Pimilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupari 

Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020. 

 

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima 

Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 

107/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-

Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman 

Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Bima Tahun 2020; 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima 

Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 

tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020; 

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima 

Nomor : 227/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 

Tentang Pedoman Tekins Kampanye dalam Pemilihan 

        Bupati . . . 
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Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020; 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima 

Nomor : 229/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020; 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima 

Nomor : 230/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 

tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan 

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Bima Tahun 2020; 

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bima Nomor :775.A/PL.01.4-

BA/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang  Pembahasan 

Lembaga Penyiaran Swasta, Nama Tim Penyusun 

Materi dan Moderator Debat Terbuka Antar Pasangan 

Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Bima Tahun 2020; 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BIMA TENTANG  PENUNJUKAN DAN PENETAPAN 

LEMBAGA PENYIARAN SWASTA DEBAT TERBUKA 

ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020. 

KESATU : Menetapkan  Lembaga Penyiaran Swasta Debat Terbuka 

Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan 

Wakil Bupati Bima Tahun 2020. 

KEDUA : Lembaga Penyiaran Swasta Debat Terbuka Antar 

Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil 

Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana dimaksud 

Diktum KESATU adalah Media Massa Elektronik, yaitu : 

1. Televisi, yaitu : 

         Bima TV. 

2. Radio, Yaitu : 

a. Bima FM; 

b. Pelangi FM; 

c. RRI Bima. 

        KETIGA  . . . 

 . . . 
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KETIGA : Lembaga Penyiaran Swasta Debat Terbuka Antar 

Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil 

Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA menayangkan dan menyiarkan secara 

langsung Debat Terbuka dimaksud pada hari, tanggal 

dan waktu yang ditentukan dengan wajib mematuhi 

kode etik Penyiaran dan Ketentuan perundang-

undangan lain yang mengaturnya. 

KEEMPAT : Segala biaya  Lembaga Penyiaran Swasta Debat Terbuka 

antar pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Bima dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Bima Tahun 2020, yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Bima Tahun 2020. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan  di  : Bima 

Pada Tanggal    : 22 Oktober 2020 

  

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BIMA 

ttd. 

I M R A N 

 

 

                                                      

 

 

 

Salinan sesuai  dengan aslinya 

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA 

Kasubag Hukum, 

 
ZAINAL ABIDIN 


